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Abstract:  
This study aims to analyze the implementation of Islamic principles in financing practices at the Al-Ikhlas Cooperative of the 
Ministry of Religious Affairs (Kemenag) Pidie and assess the compliance of the provided financing with Islamic law. The 
study also aims to identify the strengths and weaknesses of the financing system implemented and provide recommendations for 
improving the application of Islamic principles at the cooperative. Using a qualitative approach and a case study method, data 
were collected through interviews with the cooperative’s management and members, as well as direct observation of the financing 
process. Data analysis was conducted descriptively to illustrate the financing practices and relate them to Islamic principles. 
The results of the study show that most of the financing practices applied by the Al-Ikhlas Cooperative are in line with 
Islamic law. Akads such as murabaha and musharakah are used to ensure fairness, transparency, and avoid elements of 
riba, gharar, and oppression. However, there are weaknesses related to the unclear setting of profit margins and the 
underutilization of the profit-sharing system. Therefore, it is recommended that the cooperative clarify the profit margins and 
optimize the use of the profit-sharing system to further enhance compliance with Islamic principles. 
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Abstrak :  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip syariah dalam praktik pembiayaan di Koperasi Al-Ikhlas 
Kemenag Pidie dan menilai kesesuaian pembiayaan yang diberikan terhadap hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan 
untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam sistem pembiayaan yang diterapkan, serta memberikan 
rekomendasi untuk meningkatkan penerapan prinsip syariah di koperasi tersebut. Dengan pendekatan kualitatif dan 
metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola dan anggota koperasi serta observasi langsung 
terhadap proses pembiayaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan praktik pembiayaan dan 
mengaitkannya dengan prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar praktik pembiayaan yang 
diterapkan oleh Koperasi Al-Ikhlas sudah sesuai dengan hukum Islam. Akad-akad seperti murabahah dan musharakah 
digunakan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan menghindari unsur riba, gharar, serta kezaliman. Meskipun 
demikian, terdapat kekurangan terkait penetapan margin keuntungan yang kurang jelas dan penggunaan sistem bagi hasil 
yang belum optimal. Oleh karena itu, disarankan agar koperasi memperjelas margin keuntungan dan mengoptimalkan 
penggunaan sistem bagi hasil untuk lebih meningkatkan kesesuaian dengan prinsip syariah. 
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PENDAHULUAN  

Koperasi sebagai lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui koperasi simpan pinjam. Fungsi utama koperasi ini 

adalah menghimpun dana dari anggota melalui simpanan yang kemudian disalurkan kembali 

sebagai pinjaman kepada anggota dengan syarat tertentu. Prinsip dasar koperasi, seperti 

demokrasi, gotong royong, dan saling membantu, menjadikannya instrumen pemberdayaan 

ekonomi yang efektif, terutama bagi masyarakat kecil dan menengah (Nur, 2023; Arifandy et al., 

2020). 

Di Indonesia, koperasi simpan pinjam telah menjadi pilar penting dalam pembentukan 

modal berkelanjutan, yang sangat mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) 

(Hamdani et al., 2020; Tubangsa, 2023; Mustangin, 2018). Peran ini semakin diperkuat dengan 

adanya regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Lembaga Keuangan Mikro. Aturan ini memberikan kerangka hukum yang lebih kuat bagi 

koperasi dalam menjalankan operasinya sesuai prinsip syariah, khususnya dalam pembiayaan 

bebas riba (Fakriah et al., 2019; Zulkarnaini et al., 2023, 2021; Saputri et al., 2021; Abdul et al., 

2022). 

Koperasi syariah menawarkan alternatif yang menarik melalui sistem bagi hasil, yang 

dirancang untuk menghindari praktik riba dan mendukung inklusi keuangan masyarakat (Mariana 

& Ramadana, 2020; Musrofah & Fatihah, 2021; Rachmawati & Darmaya, 2018; Syamsiyah et al., 

2019; Faisal, 2023). Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama rendahnya kesadaran 

masyarakat mengenai koperasi syariah dan sistem akadnya. Banyak anggota koperasi yang belum 

memahami sepenuhnya perbedaan antara koperasi syariah dan konvensional, sehingga masih 

terdapat unsur bunga dalam beberapa praktik (Abral, 2023; Sidiq, 2023; Maftuchah et al., 2022). 

Sebagai salah satu koperasi berbasis syariah, Koperasi Al-Ikhlas Kementerian Agama 

Kabupaten Pidie memiliki 1.895 anggota, termasuk dari wilayah Pidie dan Pidie Jaya. Koperasi ini 

menawarkan pembiayaan dengan batas pinjaman Rp40.000.000 hingga Rp100.000.000, serta 

pinjaman berbasis emas. Pinjaman emas ini harus dikembalikan dalam bentuk emas dengan 

jumlah yang sama. Selain itu, setiap anggota dikenakan iuran wajib sebesar Rp50.000 per bulan. 

Meski telah mengadopsi prinsip syariah, beberapa kelemahan dalam pelayanan masih 

dirasakan oleh anggota. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan untuk 

meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan memenuhi harapan anggota. Koperasi 

syariah dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang sistem bagi hasil dan prinsip syariah dalam koperasi. Selain itu, persepsi terhadap 

pelayanan yang tidak optimal dapat mengurangi kepercayaan anggota. Oleh karena itu, diperlukan 

edukasi dan sosialisasi intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, serta evaluasi 

berkelanjutan terhadap sistem dan pelayanan koperasi. 

Dengan mengatasi tantangan ini, koperasi syariah seperti Al-Ikhlas diharapkan dapat 

berkontribusi lebih besar dalam mendukung UKM, memperluas akses ke layanan keuangan 

berbasis syariah, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Nur, 

2023; Syamsiyah et al., 2019; Mustangin, 2018). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik pembiayaan syariah 

yang diterapkan pada Koperasi Al-Ikhlas Kementerian Agama Kabupaten Pidie serta 

mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui penelitian 
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ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi 

pembiayaan syariah di koperasi tersebut dan menemukan solusi untuk mengatasi kelemahan yang 

masih ada, sehingga koperasi dapat beroperasi secara lebih optimal sesuai dengan prinsip syariah 

dan kebutuhan anggotanya. 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk 

menjawab rumusan masalah yang diajukan (Mariana, 2023; Mariana et al., 2018; Mariana & 

Ibrahim, 2021; Mariana & Murthaza, 2019; Rahmatullah et al., 2023). Data dikumpulkan melalui 

wawancara mendalam dengan pengurus, anggota koperasi, dan pihak terkait di Koperasi Al-

Ikhlas Kementerian Agama Kabupaten Pidie, serta melalui observasi langsung terhadap praktik 

pembiayaan yang diterapkan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi koperasi, 

buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan mengintegrasikan teori 

pembiayaan syariah dan pandangan hukum Islam untuk mengevaluasi kesesuaian praktik 

pembiayaan yang berlangsung (Mariana, 2019; Mariana & Amri, 2021; Mariana & Murthaza, 

2019; Nufiar et al., 2020, 2022; Zul Azimi, 2022). Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang jelas dan objektif mengenai praktik pembiayaan syariah di koperasi tersebut serta 

pandangan hukum Islam terhadapnya.   

 

PEMBAHASAN  

Praktik Pembiayaan Syariah pada Koperasi Al-Ikhlas Kemenag Pidie 

Pembiayaan dalam perspektif syariah adalah penyediaan dana atau barang berdasarkan 

kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima, yang mewajibkan pengembalian dalam jangka 

waktu tertentu dengan imbalan berupa margin keuntungan atau pembagian hasil sesuai prinsip 

syariah. Koperasi Al-Ikhlas Kemenag Pidie menerapkan sistem pembiayaan yang mengacu pada 

pola ini, dengan tata cara dan prosedur yang mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi. 

Proses pembiayaan dimulai dengan pengajuan permohonan oleh nasabah kepada unit 

pembiayaan koperasi. Permohonan tersebut terlebih dahulu disetujui oleh bendahara dan kepala 

kantor Kemenag Pidie. Setelahnya, unit pembiayaan melakukan analisis kelayakan berdasarkan 

gaji dan kemampuan finansial nasabah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa potongan 

cicilan tidak memberatkan nasabah dan menghindari masalah keuangan di masa depan. Jika 

analisis menunjukkan kelayakan, pembiayaan disetujui, dan masa potongan pinjaman disesuaikan 

dengan kesepakatan. 

Salah satu ciri khas dari sistem pembiayaan di koperasi ini adalah penggunaan bentuk 

barang, khususnya emas, sebagai medium pembiayaan. Pembiayaan kepemilikan emas 

memungkinkan nasabah membeli emas dalam bentuk batangan, koin, atau perhiasan. Hal ini 

berbeda dengan sistem konvensional yang umumnya memberikan pembiayaan dalam bentuk 

uang tunai. Menurut hasil wawancara dengan pengelola koperasi, Ibu Arriyani, langkah ini diambil 

untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. 

Praktik pembiayaan di Koperasi Al-Ikhlas dilakukan dengan membuat akad pembiayaan 

yang mencantumkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Akad ini disusun secara rinci dan 

ditandatangani oleh nasabah di hadapan dua saksi. Proses ijab kabul juga dilakukan sebagai wujud 

komitmen terhadap nilai-nilai syariah. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa 
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meskipun belum sepenuhnya sempurna, sistem pembiayaan di koperasi ini telah mengadopsi pola 

syariah yang lebih baik dibandingkan koperasi lain yang masih menggunakan sistem konvensional. 

Koperasi juga menetapkan batas maksimum pembiayaan bagi anggota, yakni setara 

dengan 110 gram emas atau sekitar Rp100.000.000 per anggota. Sebelum memberikan 

pembiayaan dalam jumlah besar, pihak koperasi melakukan verifikasi data secara menyeluruh, 

termasuk pendapatan tambahan di luar gaji dan masa kerja nasabah, untuk memastikan 

kemampuan pengembalian. Sistem pembayaran dilakukan secara cicilan bulanan dengan jangka 

waktu pengembalian antara 1 hingga 10 tahun, disesuaikan dengan kesanggupan yang tertuang 

dalam akad kerja. 

Margin keuntungan pembiayaan dihitung berdasarkan lama masa pinjaman. Sebagai 

contoh, potongan 10% diberikan untuk masa pinjaman satu tahun, 20% untuk dua tahun, dan 

seterusnya. Perhitungan margin dilakukan secara harian atau bulanan dengan patokan waktu 

setahun yang ditetapkan 360 hari atau 12 bulan. Selain memberikan pembiayaan, koperasi aktif 

dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana pembiayaan disalurkan kepada anggota yang 

membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha baru. 

Koperasi juga memberikan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan bahwa dana 

digunakan dengan optimal. Dalam proses ini, koperasi berupaya mendukung usaha mikro, kecil, 

dan menengah (UMKM) yang dinilai produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. 

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa dampak dari pembiayaan koperasi ini sangat 

signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Sistem yang diterapkan memperhatikan 

aspek keadilan dan kesesuaian dengan kemampuan finansial anggota, sehingga meminimalisir 

risiko kredit macet. Dengan pendekatan ini, Koperasi Al-Ikhlas tidak hanya menjadi sarana 

keuangan, tetapi juga menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat. 

Secara keseluruhan, sistem pembiayaan syariah yang diterapkan oleh Koperasi Al-Ikhlas 

Kemenag Pidie telah menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan prinsip syariah dengan 

kebutuhan praktis anggotanya. Hal ini menjadikannya sebagai model koperasi yang tidak hanya 

berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang berkontribusi pada 

pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.  

 

Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Pembiayaan Syariah pada Koperasi Al-Ikhlas 

Kemenag Pidie 

Praktik pembiayaan syariah pada Koperasi Al-Ikhlas Kemenag Pidie dapat dikategorikan 
sesuai dengan hukum Islam apabila menggunakan akad yang jelas dan berdasarkan prinsip 
syariah. Dalam Islam, akad merupakan komponen utama yang mengikat para pihak dalam suatu 
transaksi untuk menjalankan kesepakatan sesuai aturan syariat. Akad-akad seperti mudharabah, 
musharakah, murabahah, dan ijarah menjadi landasan penting dalam pembiayaan syariah, karena 
mengatur hak dan kewajiban setiap pihak secara transparan. Misalnya, dalam akad murabahah, 
koperasi menjual barang kepada anggota dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang 
telah disepakati, sedangkan pada musharakah keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi modal 
yang disetorkan masing-masing pihak. 

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi keuangan harus menghindari unsur riba 
(bunga), gharar (ketidakpastian), dan kezaliman. Hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung 
dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Muzzammil ayat 20 yang menganjurkan pinjaman yang 
baik sebagai bentuk amal, dan Surah Sad ayat 24 yang mengingatkan pentingnya keadilan dalam 
hubungan kerja sama. Oleh karena itu, koperasi yang menerapkan pembiayaan syariah harus 
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memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan akad yang adil dan transparan, sehingga 
tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

Namun, berdasarkan pengamatan, terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan 
pembiayaan syariah di Koperasi Al-Ikhlas, seperti kurangnya kejelasan dalam penetapan margin 
keuntungan dan belum sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil. Prinsip syariah 
mengharuskan keuntungan dan kerugian ditentukan sejak awal perjanjian agar tidak menimbulkan 
kerancuan di kemudian hari. Dalam praktik jual beli emas, misalnya, koperasi harus menetapkan 
margin secara transparan berdasarkan harga pasaran dan memberikan informasi yang jelas kepada 
anggota terkait akad yang digunakan. 

Selain itu, terdapat tantangan dalam hal pemahaman dan edukasi anggota koperasi terkait 
konsep pembiayaan syariah. Beberapa anggota masih belum sepenuhnya memahami prinsip-
prinsip syariah yang mendasari akad-akad tersebut, sehingga dapat menimbulkan keraguan atau 
kesalahpahaman dalam transaksi. Oleh karena itu, koperasi perlu meningkatkan sosialisasi dan 
pelatihan terkait pembiayaan syariah kepada anggotanya agar lebih memahami dan mematuhi 
prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi.  

Penting juga untuk memperkuat sistem pengawasan internal koperasi untuk memastikan 
bahwa praktik pembiayaan syariah tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan akad-akad dan pengelolaan keuangan koperasi 
dapat mengurangi potensi pelanggaran prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan anggota 
terhadap koperasi. Dalam hal ini, koperasi dapat menggandeng lembaga pengawas syariah yang 
memiliki kompetensi dalam memberikan penilaian dan rekomendasi terkait operasional koperasi. 

Dengan demikian, pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Al-Ikhlas Kemenag Pidie 

dianggap sesuai dengan hukum Islam apabila dilaksanakan dengan akad yang sesuai syariat, 

transparansi dalam pengelolaan, dan berpedoman pada prinsip keadilan. Namun, jika tidak 

terdapat akad atau terjadi pelanggaran prinsip syariah, maka praktik tersebut tidak dapat 

dikategorikan sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan 

implementasi pembiayaan syariah agar sejalan dengan prinsip syariat dan memberikan manfaat 

yang maksimal bagi semua pihak. Dengan memperhatikan transparansi, keadilan, dan edukasi 

yang tepat, koperasi dapat lebih optimal dalam mengimplementasikan pembiayaan syariah yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga memberikan keuntungan yang tidak hanya bagi 

koperasi tetapi juga bagi anggota serta masyarakat secara keseluruhan. 

 

SIMPULAN  

1. Praktik pembiayaan syariah pada Koperasi Al-Ikhlas Kemenag Pidie telah memenuhi 

sebagian besar prinsip syariah, seperti menggunakan akad yang jelas, menghindari riba, 

dan menerapkan nilai keadilan dalam pengelolaan pembiayaan. Sistem yang digunakan 

mencakup prosedur analisis kelayakan dan penerapan akad secara transparan, sehingga 

dapat meminimalisir risiko ketidakadilan atau kezaliman dalam transaksi. Meskipun sistem 

pembiayaan syariah telah diterapkan, terdapat kekurangan seperti ketidakjelasan margin 

keuntungan dan belum maksimalnya penerapan sistem bagi hasil. Hal ini menunjukkan 

bahwa masih ada ruang untuk perbaikan agar pembiayaan dapat lebih sesuai dengan 

prinsip syariat Islam secara menyeluruh. 

2. Praktik pembiayaan syariah yang diterapkan oleh Koperasi Al-Ikhlas Kemenag Pidie 

sebagian besar sudah sesuai dengan hukum Islam, dengan menggunakan akad yang jelas 

dan berdasarkan prinsip syariah. Akad-akad seperti murabahah dan musharakah telah 

diterapkan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam transaksi, serta 

menghindari unsur riba, gharar, dan kezaliman. Meskipun sudah sesuai dengan prinsip 
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syariah, terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pembiayaan, seperti ketidakjelasan dalam 

penetapan margin keuntungan dan kurangnya penggunaan sistem bagi hasil yang lebih 

menyeluruh. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan pemahaman 

lebih mendalam mengenai akad-akad syariah yang digunakan. 

 

SARAN  

1. Koperasi perlu meningkatkan transparansi dalam menetapkan margin keuntungan serta 

memberikan edukasi kepada anggota mengenai akad-akad syariah yang digunakan. Hal ini 

akan membantu anggota memahami hak dan kewajibannya secara lebih mendalam, serta 

meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pembiayaan. Dianjurkan untuk mengadopsi 

sistem bagi hasil yang lebih komprehensif, terutama dalam pembiayaan berbasis usaha. 

Langkah ini akan memberikan dampak ekonomi yang lebih berkeadilan bagi anggota, 

sekaligus memastikan koperasi sepenuhnya mengikuti prinsip syariah. 

2. Koperasi Al-Ikhlas perlu lebih transparan dalam penetapan margin keuntungan, terutama 

dalam transaksi pembiayaan murabahah dan jual beli emas. Penetapan margin yang jelas 

dan sesuai dengan harga pasar akan memastikan bahwa tidak ada ketidakpastian yang 

merugikan salah satu pihak. Disarankan untuk mengoptimalkan penggunaan sistem bagi 

hasil, terutama dalam pembiayaan yang berorientasi pada usaha. Hal ini akan lebih 

mencerminkan prinsip syariah dan memberikan keadilan bagi koperasi serta anggota 

dalam pembagian keuntungan dan kerugian. 
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